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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Karena delimitasi batas maritim memakan waktu yang cukup lama untuk bisa 

mencapai kesepakatan berkenaan dengan faktor-faktor tertentu seperti 

kondisi geografis, klaim unilateral antar negara yang menyebabkan saling 

tumpang tindih, serta keberadaan fitur maritim yang turut berpengaruh dalam 

wilayah delimitasi. Maka, penting untuk menegaskan titik dasar dalam 

menarik garis batas dan menetapkan klaim wilayah maritim negara pantai 

berdasarkan UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk melakukan delimitasi batas 

wilayah maritim suatu negara. 

2. Adanya prinsip dari equitable solution telah diadopsi dalam UNCLOS 1982, 

pada Article 74 yang merujuk pada penetapan batas ZEE ini belum jelas 

mengenai kesetaraan/keadilan (equity). Sehingga untuk tujuan 

‘menyeimbangkan’ dalam hal sulitnya menentukan pemenuhan keinginan 

masing-masing negara, berdasarkan prinsip proporsionalitas dapat menjadi 

salah satu cara yang terbaik untuk kedua negara dalam menetapkan masalah 

tumpang tindih antara negara kepulauan. 

3. Dengan ini, metode Pendekatan Tiga Tahap dapat diterapkan dalam 

penyelesaian batas maritim dengan perundingan. Tahap pertama adalah 

mengkonstruksi garis ekuidistan, tahap kedua memperhatikan keadaan yang 

mungkin bisa diubah terhadap garis ekuidistan sehingga mendapatkan hasil 

yang adil, dan ketiga melakukan uji disproporsionalitas untuk menilai apakah 

efek dari garis yang sudah diubah apakah sudah sesuai dengan panjang garis 

pantai yang relevan dari masing-masing negara. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut, 

untuk menghindari terjadinya sengketa terkait kolom air di wilayah maritim Samudera 

Pasifik, antara Indonesia dan Palau perlu membuat perjanjian kerja sama antar negara 

dalam mengelola sumber daya alamnya. Tidak hanya mengenai hak dan kewajiban 

kedua negara, tapi juga disertai dengan hak dan kewajiban negara pihak ketiga yang 

sewaktu-waktu dapat melakukan kegiatan tertentu di wilayah maritim Indonesia dan 

Palau sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dalam proses penentuan batas wilayah 

maritim ini. 
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